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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 
 

Venezuela  sendiri merupakan sebuah kawasan negara di 

bagian Amerika Latin, yang dikenal dengan kekayaan alamnya 

yang melimpah, hal tersebut membuat banyak negara berlomba 

untuk dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara 

kawasan Amerika Latin tersebut, salah satunya adalah Amerika 

Serikat yang berupaya untuk melangsungkan kepentingan 

nasionalnya. 

Selain itu telah lama sekali konflik yang terjadi antara 

Amerika Serikat dan Venezuela berlangsung, meskipun belum 

ada tindakan, dengan penggunaan kekuatan militer dalam 

penyelasaian kasus ini, namun berbagai pernyataan yang 

dilontarkan oleh para pemimpin Amerika, membentuk sebuah 

spekulasi bahwa adanya kepentingan yang ingin dicapai di 

balik konflik Venezuela.  

Berbagai opini dan spekulasi yang muncul membuat 

penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai konflik 

yang terjadi di Venezuela, Sehingga penentuan arah kebijakan 

politik yang akan di gunakan Amerika Serikat untuk menyikapi 

konflik Venezuela dirasa sangat menarik untuk dikaji, karena 

terus berkembangnya data-data yang dapat mendukung tulisan 

ini, disini penulis ingin mengetahui bagaimana sikap yang 

dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam menanggapi 

kasus ini.  
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Bagi penulis sendiri topik penelitian Sikap Amerika 

Serikat  terhadap krisis politik di Venezuela ini diharapkan 

dapat bermanfaat dalam perkembangan Ilmu Hubungan 

Internasional dan penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 

bagaimana sikap sebuah negara, utamanya negara adidaya 

Amerika Serikat, dalam menyikapi krisis yang terjadi di 

Venezuela. 

B. Latar Belakang 
Pasca era perang dunia 2 Amerika Serikat muncul sebagai 

salah satu negara adidaya dengan kekuatan ekonomi terbesar, 

dimana ia mampu melakukan hegemoni terhadap negara-

negara berkembang, sesuai dengan kebijakan politik luar 

negerinya. Politik luar negeri Amerika Serikat  bergantung 

pada pemimpin yang tengah berkuasa pada saat itu baik dari 

partai democrat maupun republik dan hal tersebut sangat 

menentukan arah kebijakan politik luar negeri yang akan 

diterapkan nantinya, baik itu bagi lingkup domestik maupun 

bagi dunia Internasional. Semua pemimpin Amerika Serikat 

yang tengah berkuasa tentu memiliki tujuan yang sama 

terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat, diantaranya 

adalah mendukung pencegahan terorisme (preventing 

terrorism and war against terror), serta memiliki persamaan 

dalam mendukung Israel dan mencegah nuklir Iran dan Korea 

Utara, serta sepakat untuk tidak menurunkan militer Amerika 

Serikat dalam huru-hara di Suriah. 

Serta memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan 

permasalahan maupun melakukan hegemoni terhadap negara 

lain, salah satunya melalui jalan intervensi, baik itu melalui 

pengerahan pasukan militer, embargo ekonomi, maupun 

melalui jalur blokade.  

Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dilakukan 

berdasarkan pada kepentingan dibaliknya, seperti Intervensi 
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militer yang harus membela kepentingan keamanan nasional, 

Intervensi yang dilakukan tidak boleh membahayakan 

kemampuan Amerika Serikat untuk memenuhi komitmen 

keamanan yang jauh lebih penting. Intervensi bagi Amerika 

Serikat sendiri bukanlah hal yang asing karena telah banyak 

kasus-kasus intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, 

entah itu melalui penyerangan secara militer ataupun secara 

ekonomi. (Traub, 2012) 

 Beberapa intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

ke wilayah terdekatnya adalah di kawasan Amerika Latin. 

Hubungan Amerika Serikat dengan Amerika Latin sendiri 

cenderung menghadapi banyak gejolak, salah satunya 

disebabkan oleh faktor perbedaan paham yang dianut oleh 

keduanya, serta berbagai isu permasalahan yang timbul dari 

kawasan tersebut seperti masalah perdagangan, isu demokrasi, 

perdagangan narkotika, migrasi masal, keamanan energi yang 

dianggap sebagai sebuah ancaman bagi keamanan Amerika 

Serikat. (Barshefsky & Hill, 2008) 

Tercatat Interverensi langsung terjadi sebanyak 17 kasus. 

Insiden ini melibatkan penggunaan pasukan militer Amerika 

Serikat, agen intelejen, atau warga lokal yang dipekerjakan 

oleh lembaga pemerintah Amerika Serikat. Dalam 24 kasus 

lainnya,  

 pemerintah Amerika Serikat memainkan peran tidak 

langsung. Artinya, aktor lokal memainkan peran utama, tetapi 

tidak akan bertindak atau tidak akan berhasil tanpa dorongan 

dari pemerintah Amerika Serikat. (John H, 2005)  

Hal ini tercermin dari tindakan yang dilakukan Amerika 

Serikat ke Panama pada tahun 1989. Amerika Serikat 

melakukan intervensi dengan penggunaan militer, hal tersebut 

dilakukan karena adanya penghianatan yang dilakukan oleh 

Noriega sebagai tangan kanan CIA (Central Intilligence 
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Agency) dalam memata-matai perdagangan narkotika antara 

Panama-Amerika Serikat, hal tersebut membuat Amerika 

Serikat memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer 

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

membentuk Operation Just Cause dibawah kepemimpinan 

George H.W Bush, militer Amerika mengerahkan 13.000 

personilnya dan melancarkan serangan udara hingga 

pemboman di wilayah Panama. (Eytan, 1995) 

Selain itu ada pula Invasi yang dilakukan Amerika Serikat 

di Kuba yang di sebut sebagai Invasi teluk Babi pada tahun 

1961 serta melakukan embargo perdagangan dan pemutusan 

hubungan diplomatik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan 

Kuba, sebagai upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam 

membantu pihak oposisi (pelarian Kuba) untuk menggulingkan 

kepemimpinan Fidel Castro yang telah menggulingkan rezim 

diktator militer sayap kanan Jenderal  yang didukung oleh 

Amerika Serikat. Amerika mengerahkan militernya untuk 

melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Kuba, 

namun rencana ini gagal karena telah diketahui lebih dulu oleh 

pemerintahan Fidel Castro. (Locker, 2017) 

Begitupula gejolak krisis yang kini tengah terjadi di 

Venezuela, dan menjadi perhatian bagi Amerika Serikat. Krisis 

tersebut muncul disebabkan adanya kemerosotan Ekonomi 

yang terjadi di negara tersebut yang mengakibatkan inflasi  

tinggi serta diperparah oleh sikap kediktatoran presiden 

Nicolas Maduro dalam memimpin Venezuela karena 

menimbulkan banyak kesengsaraan bagi masyarakatnya. 

Melihat krisis yang terjadi di Venezuela maka hal tersebut 

menimbulkan banyak polemik baru, ketika sebuah negara 

terbagi menjadi dua kelompok yaitu di pihak oposisi dan pihak 

pemerintah, hal tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran bagi 

Amerika Serikat sebagai negara tetangganya. (Nelson, 2018) 
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Amerika Serikat sendiri menegaskan bahwa hal 

tersebut adalah sebuah ancaman bagi keamanan nasional 

Amerika Serikat, salah satunya adalah ketakutan akan serbuan 

imigran Venezuela yang mungkin memasuki kawasan Amerika 

Serikat, mengingat bahwa 150 ribu pengungsi telah memasuki 

wilayah negara Ekuador, hal tersebut meningkatkan 

kewaspadaan Amerika Serikat terhadap serangan imigran yang 

mungkin terjadi akibat krisis berkelanjutan yang terjadi di 

Venezuela, serta tindakan kediktatoran yang terjadi di 

Venezuela yang merujuk pada sistem pemilu yang tidak bebas 

dan adil, membuat Amerika Serikat yang sangat bertentangan 

dengan paham sosialis merasa prihatin terhadap keadaan 

politik yang tengah terjadi di Venezuela, karena sistem politik 

tersebut sangat berimbas langsung terhadap kesejahteraan 

warga Venezuela yang harus menanggung resiko mengenai 

kelaparan, kekerasan dan berbagai tindakan tidak 

menyenangkan lainnya yang dilakukan oleh rezim Nicolas 

Maduro. (Tempo, 2015) 

C.  Rumusan Masalah  
 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang 

menjelaskan mengenai bagaimana sikap-sikap yang ditunjukan 

Amerika Serikat terhadap konflik yang terjadi di beberapa 

negara lain maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana Kebijakan Amerika Serikat terhadap 

krisis yang terjadi di Venezuela ? 

D.  Kerangka Teoritik 
 

Untuk menganalisis pokok permasalahan diatas penulis 

menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan konsep Sanksi 

Ekonomi (Economic Sanction) untuk menganalisa mengenai 
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sikap Amerika Serikat  terhadap krisis politik di Venezuela 

2012-2018. 

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri 
 

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton (1988:6) kebijakan luar 

negeri adalah : 

“Foreign Policy is strategy or planned course of action 

developed by the decision makers of vis avis other states or 

international entities, aimed as achieving specific goals 

defined intern of international interest” 

Kebijakan luar negeri telah mengambil bagian yang 

sangat besar dalam proses pengambilan keputusan yang 

biasanya dilakukan oleh sebagian besar negara. Kebijakan luar 

negeri menggambarkan seluruh program asing yang dilakukan 

oleh negara, dan dapat diterapkan untuk menggambarkan 

tindakan negara dalam mencapai kepentingannya. Akibatnya, 

negara harus mengejar berbagai kebijakan, mengidentifikasi 

banyak tujuan, memetakan berbagai strategi, mengevaluasi 

berbagai jenis kemampuan, dan memulai serta mengevaluasi 

keputusan dan tindakan khusus. (Plano & Olton, 1988) 

Menurut Rosenau kebijakan luar negeri ditujukan 

untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup 

suatu negara. Kebijakan luar negeri meliputi sesuatu yang luas 

dan kompleks seperti kehidupan internal (internal life), dan 

kebutuhan eksternal (eksternal needs), termasuk didalamnya 

aspirasi atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, 

institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan 

memelihara identitas nasional, hukum, dan geografi sebuah 

negara sebagai negara bangsa. Tujuan nasional yang hendak 

dicapai melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi 

konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan 
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nasional dengan situasi internasional yang sedang berlangsung 

serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya. (Perwinta & 

Yanyan, 2005)   

Dari penjelasan diatas kita dapat menangkap bahwa 

Kebijakan Luar Negeri adalah sebuah keputusan yang diambil 

oleh sebuah negara melalui strategi ataupun aksi terencana 

yang dilakukan bersama-sama oleh para pembuat keputusan 

dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional sebuah 

negara melalui berbagai cara yang dirasa sesuai dengan apa 

yang hendak dicapai. Kebijakan luar negeri juga ditujukan 

untuk memandu keputusan yang akan dilakukan oleh 

pemerintah terhadap urusan eksternal terutama negara asing. 

Kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh suatu 

negara merupakan hasil inisiatif dari negara tersebut ataupun 

reaksi atas inisiatif yang dilakukan oleh negara lain, dan 

melibatkan proses dinamis terhadap kepentingan nasional atau 

faktor situasional yang fluktuatif dari lingkungan internasional. 

Beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan 

kebijakan luar negeri diantaranya, melalui keamanan dan 

perang, diplomasi dan kebijakan ekonomi.  

1. Melalui kebijakan keamanan luar negeri 

berkaitan dengan apa yang secara tradisional 

didefinisikan sebagai studi keamanan, di mana 

negara berusaha untuk melawan ancaman 

eksternal terhadap nilai-nilai inti negara 

mereka. 

2.  Melalui diplomasi yang mengacu pada 

berbagai tindakan kebijakan luar negeri tanpa 

kekerasan, termasuk penggunaan deklarasi, 

pertemuan dan negosiasi dengan para pelaku 

kebijakan luar negeri lainnya.  



8 
 

3. Melalui berbagai kebijakan ekonomi luar 

negeri termasuk berbagai instrumen kebijakan 

yang berbeda, seperti kebijakan perdagangan 

(penurunan atau peningkatan tarif atau 

hambatan non-tarif), bantuan ekonomi 

(seringkali militer), dan berbagai bentuk 

sanksi ekonomi (perdagangan, keuangan   dan 

moneter), serta bantuan pengembangan ke luar 

negeri. (Beach, 2012) 

Kebijakan ekonomi luar negeri sendiri memiliki arti 

sebagai sebuah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah 

baik itu secara langsung maupun tidak langsung dan dapat 

mempengaruhi segala bentuk kerjasama ekonomi baik itu 

dalam hal perdagangan dan pembayaran. Kebijakan ini tidak 

hanya terfokus pada tarif, kuota namun juga berbagai bentuk 

sanksi salah satunya sanksi ekonomi yang digunakan sebagai 

alat kebijakan luar negeri bagi negara-negara adidaya. (Solveig 

& Daniel T, 1999) 

Sanksi ekonomi sendiri digunakan sebagai alat 

kebijakan luar negeri sebuah negara, begitupula yang 

dilakukan Amerika Serikat dengan menjadikan sanksi ekonomi 

sebagai salah satu upaya untuk mencapai kepentingan 

nasionalnya yaitu menyebarkan Demokrasi serta menjaga 

akses minyak di kawasan Venezuela, dengan cara menekan  

rezim Nicolas Maduro, karena dirasa telah melanggar Hak 

Asasi Manusia dan penggunaan kekerasan terhadap  

masyarakat Venezuela.  

Amerika Serikat dan Venezuela keduanya merupakan 

dua negara yang cukup dekat secara geografis, namun  

hubungan keduanya terlihat tidak terlalu stabil sehingga 

terkadang memunculkan konflik yang menimbulkan 

kekhawatiran bagi Amerika Serikat, dan akhirnya membuat 
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Amerika Serikat, menerapkan kebijakan luar negerinya untuk 

merespon tindakan yang di lakukan oleh Venezuela. 

Berdasarkan pemaparan mengenai kebijakan luar 

negeri diatas, Amerika Serikat memiliki kemungkinan 

memberikan sikap pemberian sanksi ekonomi terhadap krisis 

yang terjadi di Venezuela  sebagai upayanya dalam melindungi 

kepentingan nasional negaranya serta menekan rezim Nicolas 

Maduro. 

2. Konsep Economic Sanction 
 

Sanksi ekonomi digunakan pemerintah dalam 

upayanya mengejar sejumlah tujuan kebijakan luar negeri yang 

terkait dengan peperangan dan keamanan nasionalnya. Sanksi 

ekonomi digunakan secara eksplisit atau implisit untuk 

mengubah rezim negara target, yang melibatkan permasalahan 

kebijakan luar negeri lainnya. Sanksi ekonomi adalah taktik 

umum yang digunakan terhadap negara-negara untuk 

menunjukkan ketidaksenangan atas praktik yang dilakukan 

oleh mereka. (Gary, Jeffrey, Kimberly, & Barbara, 2007) 

Sanksi ekonomi merupakan sebuah alat yang 

digunakan oleh negara  untuk menekan suatu negara yang 

dirasa menghalangi bagi kepentingan negara sender.  Biasanya, 

sanksi membatasi perdagangan dan investasi, mencegah negara 

target untuk membeli atau menjual barang di pasar global. 

Sanksi sendiri dapat ditujukan pada barang-barang tertentu 

seperti senjata atau minyak. Mereka dapat memotong jalur 

udara, menangguhkan atau secara drastis membatasi hubungan 

diplomatik, memblokir pergerakan orang, investasi, atau 

membekukan deposito bank internasional. Sanksi dapat 

dikenakan secara unilateral atau multilateral. (Martin & Terry, 

2002) 
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Kelebihan Sanksi Ekonomi 

1. Aktor yang dapat berperan didalam sanksi 

ekonomi (sebagai sender) tidak hanya terbatas 

pada negara tetapi juga melibatkan aktor-aktor 

non negara seperti perusahaan multinasional, 

organisasi internasional, LSM internasional, 

perguruan tinggi hingga individu yang 

meliputi banyak sektor. 

2. Dapat berkontribusi untuk mencegah konflik 

bersenjata.  

3. Negara sender bisa memberikan undang-

undang terhadap negara penerima sanksi, yang 

cakupannya lebih luas dan lebih keras. 

4. Kombinasi sanksi yang bertubi-tubi dari 

komunitas internasional bisa berdampak 

sangat signifikan terhadap sanksi yang 

diberikan terhadap sebuah negara. 

Kekurangan Sanksi Ekonomi : 

1. Sanksi yang diberikan tidak akan berjalan, 

ketika negara-negara lain tidak ikut 

menyetujui kesepakatan pemberian sanksi 

tersebut. 

2. Adanya kemandirian negara yang 

diberikan sanksi terhadap perolehan 

senjata maupun bahan bakar dapat 

mengurangi efektifitas sanksi yang 

dijatuhkan. 

3. Adanya interpendensi ekonomi antar 

negara yang semakin memperumit sanksi. 

4. Sanksi ekonomi sulit dikenakan kepada 

negara sekutu kecuali disparitas biayanya 

cukup besar. 
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5. Sanksi dapat mendorong sekutu-sekutu 

kuat atau kaya dari negara target untuk 

mengambil peran “kesatria hitam”.  

(Rosyidin & Fitrah, 2016)  

Sanksi ekonomi merupakan salah satu opsi yang 

tingkatannya dianggap setara dengan perang dan kerjasama, 

sanksi ekonomi juga dirasa sebagai pendekatan yang moderat 

dan dapat menekan sebuah negara untuk dapat berkompromi 

dengan keinginan negara lain tanpa perlu mengerahkan 

pasukan militer ataupun melalui tindakan kekerasan.  

Beberapa tipe cara yang dilakukan oleh sebuah negara 

untuk menjatuhkan sanksi ekonomi meliputi : 

1. Sanksi perdagangan  dalam sanksi perdagangan negara 

sender biasanya lebih sering menggunakan kontrol 

ekspor daripada impor, alasannya karena negara 

sender lebih cenderung menikmati posisi dominan 

sebagai pemasok barang ekspor utama biasanya 

meliputi barang militer dan peralatan canggih lainnya, 

untuk itu sanksi perdagangan dapat menyebabkan 

kesulitan yang besar bagi negara target. 

Sanksi perdagangan bekerja dengan cara 

menjatuhkan biaya bagi negara target melalui 

hilangnya pasar ekspor, sedangkan komoditi ekspor 

yang diembargo mendapatkan harga lebih rendah, 

sedangkan untuk impor pengganti membutuhkan biaya 

yang lebih tinggi. Kontrol ekspor selalu lebih disukai 

daripada pembatasan impor. Meliputi pembatasaan 

ekspor pada beberapa komoditi barang negara target, 

sehingga dapat mengganggu berbagai arus 

perdagangan bahkan tanpa pengenaan sanksi 

perdagangan eksplisit. 
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2. Sanksi Keuangan, jenis sanksi keuangan yang paling 

umum adalah gangguan bantuan pembangunan resmi. 

seperti pembiayaan ekspor-impor bank, pinjaman bank 

pembangunan multilateral, dan bentuk-bentuk lain dari 

kredit resmi atau swasta, mayoritas kasus melibatkan 

manipulasi bantuan ekonomi dan militer bilateral ke 

negara-negara berkembang. 

Efek ekonomi dari sanksi keuangan dapat 

menurunkan keseimbangan politik negara target 

hingga akhirnya beralih mendukung negara sender. 

Kekacauan sanksi perdagangan, terutama kontrol 

ekspor, biasanya menyebar melalui masyarakat negara 

target. Sanksi keuangan di sisi lain, lebih mungkin 

untuk mengenai proyek-proyek atau kekayaan pribadi 

pejabat pemerintah yang dapat mempengaruhi 

kebijakan negara target.  

3. Pembekuan Aset, Pembekuan aset di luar negeri tidak 

hanya menghentikan aliran keuangan tetapi juga 

menghambat perdagangan, pembekuan aset sering 

dikenakan bersamaan dengan kontrol perdagangan. 

Barang dagangan, piutang, dan rekening bank 

semuanya dikriteriakan sebagai aset (seperti halnya 

properti nyata). Jadi setelah pembekuan aset 

diterapkan apa pun yang dimiliki oleh negara target, 

meliputi perusahaannya, atau penduduk yang 

berpotensi rentan. 

Biasanya, aset pemerintah hanya dibekukan pada saat 

perang atau permusuhan yang besar. Pembekuan aset juga 

dilengkapi dengan kontrol perdagangan, seringkali dalam 

bentuk embargo lengkap. (Gary, Jeffrey, Kimberly, & Barbara, 

2007) 
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Sanksi keuangan dan Pembekuan aset diplih oleh Amerika 

Serikat dalam menyikapi kasus krisis yang terjadi di Venezuela 

yaitu dengan menjatuhkan sanksi ekonomi meliputi 

pembekuan asset, larangan perjalanan yang ditargetkan pada 

individu yaitu Nicolas Maduro, istri serta para pejabat tinggi 

yang berada di lingkaran hitam, serta mencegah warga negara 

dan mereka yang tinggal di Amerika Serikat untuk membeli 

surat utang kepada pemerintah Venezuela atau terlibat dalam 

transaksi finansial dengan entitas di mana pemerintah 

Venezuela memiliki saham lebih dari 50 persen, melarang 

transaksi oleh orang Amerika Serikat atau di Amerika Serikat 

terkait dengan hutang baru perusahaan minyak Petroleos de 

Venezuela, SA (PDVSA) dan CITGO Holding Inc, serta 

pelarangan ekspor beberapa komoditi vital lainnya. Hal 

tersebut ditujukan sebagai sikap Amerika Serikat atas perilaku 

yang tidak menyenangkan negara target (Venezuela) meliputi 

pelanggaran HAM dan penggunaan kekerasab . Sanksi 

semakin banyak digunakan bagi negara sender untuk 

menghindari tindakan yang dapat melukai warga sipil negara 

target, yang tidak banyak terlibat dalam kebijakan negaranya.  

Sanksi disini ditujukan dengan tujuan untuk mengubah 

rezim negara target, serta mengubah kebijakan negara target. 

Selama periode perang dingin, kategori ini cukup banyak 

digunakan salah satunya Amerika Serikat menggunakan sanksi 

ekonomi dalam upayanya untuk mengguncang pemerintah 

yang dipandang lebih condong ke Uni Soviet.  

E.  Hipotesa  
 

Asumsi sementara yang dapat ditarik bahwa, sikap yang 

akan ditunjukan Amerika Serikat terhadap krisis yang terjadi di 

Venezuela, adalah melalui kebijakan luar negerinya dengan 
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langkah pemberian sanksi ekonomi (economic sanctions) 

meliputi pemberian : 

1. Sanksi Ekspor, dengan mengotorisasi semua jenis 

transaksi ekspor dan re ekspor. 

2. Sanksi Perjalanan, kepada presiden dan para pejabat di 

lingkaran hitam. 

3. Sanksi Keuangan, kepada pemerintah dan perusahaan 

nasionalnya. 

4. Pembekuan Aset, kepada presiden dan para pejabat di 

lingkaran hitam. 

F. Tujuan Penulisan  
 

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada 

jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

2. Mengetahui Bagaimana sikap yang diambil 

Amerika Serikat  terhadap krisis yang terjadi di 

Venezuela 2012-2018 

G. Jangkauan Penulisan  
 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pembahasan tentang 

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, dalam menyikapi 

sebuah persoalan, terutama terhadap wilayah Amerika Latin, 

serta mengenai bagaimana sikap yang ditunjukan Amerika 

Serikat  terhadap krisis politik yang terjadi di Venezuela pada 

periode tahun  2012-2018. Periode waktu tersebut dipilih 

dikarenakan pada tahun 2012 merupakan waktu awal mula 

timbulnya krisis yang terjadi di Venezuela serta awal 
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keikutsertaan Amerika Serikat dalam krisis tersebut, pada 

tahun 2012 Venezuela masih berada di bawah kepemimpinan 

Hugo Chavez, yang memenangkan pemilu hingga 3 periode 

jabatan hingga pada tahun 2013 Venezuela berganti presiden 

menjadi Nicolas Maduro dan hingga periode tahun 2018 masih 

menjabat sebagai presiden Venezuela, yang mana dibawah 

kepemimpinannya krisis yang terjadi kian parah, hingga 

menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik yang 

memancing Amerika Serikat dalam menanggapi permasalahan 

tersebut. 

Penulis juga ingin membatasi kajian pembahasan 

penelitian dalam lingkup mengenai sikap yang akan ditunjukan 

Amerika dalam menyikapi krisis yang terjadi di Venezuela, 

karena sikap yang akan ditunjukan Amerika menjadi cerminan 

bagi kepentingan nasionalnya, dan penentu arah kepemimpinan 

pemegang kekuasaan Amerika Serikat pada periode tersebut. 

H.  Metode Penulisan 
 

a. Jenis Penelitian  

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis 

penelitian yang bersifat deskriptif, Menurut Whitney, metode 

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. (Krishnarao, 1961) 

Metode deskriptif dipilih penulis untuk menguraikan 

dan mengkaji bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh 
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Amerika dalam menyikapi krirsis yang sedang terjadi di 

Venezuela pada periode tahun 2012-2018. 

b. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan 

metode kualitatif, menurut Denzim dan Lincoln, penelitian 

kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman 

mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada 

mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari 

sebuah populasi, yang bertujuan untuk menyediakan 

penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan, pola yang luas 

yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan. 

Disini penulis mengambil sumber data sekunder melalui 

buku, jurnal, situs internet dan media online. Dengan cara 

mengumpulkan data melalui sumber-sumber yang tertera 

diatas kemudian diolah untuk mendukung penyusunan 

penelitian ini. 

I.  Sistematika Penulisan 
 

Adapun sistematika dari penulisan ini tersusun dalam lima 

bab dengan berbagai sub topik pembahasan : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan: Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Pokok Permasalahan, Landasan Teori, Hipotesa, 

Tujuan Penulisan, Metodologi Penelitian, Jangkauan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  
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BAB II  

Menjelaskan tentang Politik luar negeri yang digunakan 

Amerika dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, Politik 

luar negeri Amerika di kawasan Amerika Latin. 

BAB III 

Menguraikan tentang dinamika hubungan antara Amerika 

Serikat dan Venezuela, Menjelaskan mengenai Konflik politik 

di Venezuela serta awal mula keterlibatan Amerika dalam 

konflik tersebut, dalam rentang tahun 2012-2018. 

BAB IV 

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat melalui pemberlakuan 

sanksi ekonomi terhadap Venezuela, Sanksi Ekspor, Sanksi 

Perjalanan, Sanksi Keuangan dan Pembekuan Aset. 

BAB V 

Bab ini berisikan kesimpulan sebagai hasil pembuktian 

kebenaran hipotesa. 

 

 

 

 

 

 


